GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR “+* TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

a,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal

111 ayat (8} Peraturan Pemerintah Nomior 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan -Keu:an'géli--'.'

Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang An’ggaraﬁ s

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ké}jﬁéda"

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (E}PRD)’ S

untuk memperoleh persetujuan Ber'sama;' o

bahwa Rancangan Peraturan Daerah ,teﬁtét.ng B L

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud -
pada huruf a, merupakan perwujudan "cie{r_i_

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 -:

yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum e

APBD serta Prioritas dan Plafon Anggarén

Sementara yang telah disepakati Pemerintah o

Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 bulém ST

Agustus tahun 2022;
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C.

bahwa berdasarkan pertzmbangan sebagaxmana_'_ :
dimaksud dalam hmuf a dan huzuf b, _=lper1u'r.;-:3
dltetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran:;j_:___._._r__j_
Pendapatan “dan’ Belanja Daerah Provms;'_'-';3 e
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 » S
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang e
Keuangan Negaxa (lembaran Negara Repubhk'ff{:
Indonesia - Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan .::':3"
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomoz_:::f._}.--'i:_'i_:__:'f;..-._.'5.-":'5
4286); o imae s o
Undang~Undaﬁg Nomor 1 ’I‘ahun 2004 tentang:."’

Perbendaharaan Negara : (Lembaran __Ne'_'
Repubhk Indonesuel Tahuﬂ 2004 No or 5,

T ambahan - Lembaran Negara Repubhk

Indonesza Nomor 4355} sebagalmana

dlubah dengan Undang Undang Nomor: 2 Tahum

2020 tentang Penetapan Pera‘turan: Pe’mermtah

Penggan‘a Undang—Undang Nomor "'1 .'Tahun
2020 tentang Keszakan Keuangan Negara dan

Stabﬂltas S1stem I{euangan Unmkaenanganan

Pandemz Corona Vn‘us Dzsease 2019:':(00\1161' 9

dan / a’cau Daiam Rangka Menghad_ap' 'Anc man

Tambahan _' Lembaran

Indones1a Nomor 65 16)

Repubhk Indonesza Nomor 442 10
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun"?QOQO'_t'e_ntajﬁg.'l_
Cipta Kerja (Lembaran Nega.u'a-“.R'epL'ibl'iki |
Indonesia  Tahun 2020 Nomor . .245)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-- |
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang-:_:'_ff-_"{.. AR
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat' S
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' '

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 S
Tambahan Lembaran Negara _'Repu_bhk .- S
Indonesia Nomor 6757); R fa

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 temang'-'__:_;
Hubungan Keuangan Antara Pemermtah Pusat_“:- S
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam’;_:
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomior 4,
Tambahan  Lembaran | Negara Repubhk;s'_[} :
Indonesia Nomor 6757); : R e

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang"’f -
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Neg&ua_'_;;
Republik Indonesia Noror 69" Tahua 2022 e

Tambahan  Lembaran Negam_ - R.e-pubii_k_i-ﬁ; ..;:::: &

Indonesia Nomor 6780); - S !
7. Peraturan Pemerintah- Nomor 109 Tahun 2(}00.’;'}""
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerahi}i.i_
dan Wakil Kepaia Daerah (Lembaran Negma-';_}
Republik Indonesaa Tahurn 2000 Nomm 210 _'
Tambahan  Lembaran Negara : Repub};k: .5
Indonesia Nomor 4028); | e : o

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 “Tahun 2005
tentang Pengeiolaan Keuangan Badan Layananf_;f
Umum sebagaamana teiah dmbah dengan;’i? o
Peraturan Pemermtah Repubhk IndOneS1a
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan-’_'
Peraturan Pemerintah’ Nomor 23 ’I‘ahun ?OOb';g_
tentang Pengelolaan Keuangan Bada.n Layanan
Umum (Lembaran Negara Repubhk Indonesm:-:rf;_-ﬁ_f
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 5340)
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9. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005'5_';?; o

tentang Dana Perzmbangan (Lembaran Nega1a‘7_fé-f:-_f- o

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 137

Tambahan  Lembaran _-_Negara --R_E_p_ubl_ik .  : e

Indonesia Norrior 4375);

10, Peraturan Pemerintah _.Noi’noi‘f- STahun 2009 gie oy

tentang Bantuan 'I{euangaﬁ"' 'Pa:fiai ' POhtlk:'i:_.'f'_'.'_:':':"f"-' o

(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun

2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara-;:-.._..___.._:_.__;__:_ e

Republik Indonesia Nomor 4972) Sebaga1mama:"_":.__:'_"
telah diubah beberapa kali terakhn‘ : demgan_.'::_';
Peraturan Pemerintah Nomor 1 'I‘ahun 2018;':_'."'3"
tentang Perubahan. Kedua Atas Peratul anzj.fz?
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangt-i_f:_':%_.5'5:'
Bantuan Keuangan Kepada Partau Pohtikg :

(Tambahan Lembar Negara Republik zndonesza_:_}*

Nomor 6177);

11. Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2010.::
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan_"-.
Wewenang - Serta - Kedudukan ...Keuangane:_:

Gubernur Sebagal Wakﬂ Pemermtah d1 W;iayah -

Provinsi (Lembaran Negara Repubhk Indor}.esm
Tahun 2010 Nomor 255 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesxa Nomm 5107),?' :

12. Peraturan Pemermtah Nomor 7 1 Tahuh 2010

tentang Stemdar Akuntan31 Pemermtahan

(Lembaran- Negara Repubhk Indonema "Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran :Nega'raf

Republik Indones1a Nomor 5165) B
13. Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 20 1’7

tentang Pembmaan dan : Peﬂgawasan

Penye}enggaraan Pemermtah Daerah (Lem'__ e

Negara Republik Indonesza Tahun 20 1'7 o1

73, Tambahan Lembaran Negara'; Repu‘bhk_g'--:;

Indone31a Normor 6041),_ - R
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14, Peraturan Pemerintah Nomor 18 _’I‘ahun 201'7 :
tentang Hak Keuangan dan  Administrasi =~

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Per’iyelengg&i‘aan - w

Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Repubhkl_- Ry
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan‘-:f SN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor =

6323;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri “Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman . Penge}oiaan'

Investasi Pemerintah Daerah (Berata Negaz‘a: G

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)

18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 62:::-._ o
tahun 2017 tentang Pengeiompok&n"_. o

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggung}awabaﬂ Dana:_--_'.-*" _

Operasional (Berita Negara Repubhk Inda'ﬁesla-f .

Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negem Nomcpr ’7’}"
Tahun 2020 tentang . Pedoman ’I‘ekmsj_-f:_-f-ﬁ_[;f-'f_fl' e
Pengelolaan Keuangan - Daerah (Bemta Negara g o

Tahun 2020 Nomor 1’781) _ _ . L
20. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 9 -
Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaiuasz

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah,: Rancanganf_:__f"
Peraturan Daerah teritang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Rancang&n:

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabman

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan_ :
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431) i
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21.Peraturan Daerah Provinsi Kaiiﬁ'aaritan Bé;r.é_i't
Nomor 5 Tahun 2020 tentanhg j-_Pe:rig'él_c')':i_aé_Lﬂfﬂi"
Keuangan Daerah (Berita Daerah ~Provinsi =

Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dah
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: =
1.
2.

BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN =~
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.. .

Pemerintah ~ Daerah adalah  Gubernur = sebagaz unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah - yang i memimpmﬂ
pelaksanaan urusan pemerintahan’ yang . menjadz kewenangan*"
Provinsi Kalimantan Barat. o A
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat L e
Dewan Perwakilan Rakyat yang Selanjutnya dmmgkat DPRD
adalah lembaga Perwakilan Rakyat: Daerah Provmsl Kallmantam_:__
Barat sebagai unsur penyeienggaran Pemermtah Daerah o ..
Peraturan Daerah adalah Peratm an Daerah Provmsz Kahmantaﬁ;_:;
Barat. | Al E a5
Peraturan Gubernur adalah = Peraturan - GubernurProvmsz

Kalimantan Barat.
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yazig" -Séiailjatﬁj?aff
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemermtah-fl'___
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. L
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Dam ah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak- Daerah yang dzakuis_'
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam ..permde .-tah_un:.i' |
anggaran berkenaan. S e

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang':f - i
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam _perzode"_'_:'fﬁi S
tahun anggaran berkenaan. " _ . _ | _ _

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu d1bayar kembah_.“--'-"- .:3:_"::-' £
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bazk pacia.f"
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran'_:'.ﬁf

berikutnya.

BAEBII
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2 R SR e LT SRE
APBD terdiri atas Pendapatan . Daerah, "Belé_tr'_lja”_f_ Daerah, dan g-';f. o

Pembiayaan Daerah.

Pasai 3 S 1
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dl,rencanakan}:
sebesar Rp6.011.832.660.332 (Enam Triliun Sebeias leyar‘ Delapan. |
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam-: Ratus Enam Puiuh Ribu_ ’Figa

Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber darl
a. pendapatan asli daerah; ' '
b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah y’aﬁg sah.

Pasal4 A

(1) Pendapatan asli daerah Sebagalmana dzmaksud dalam Pasal' :
huruf a direncanakan sebesar Rp3. 029 1'76 056 332 (nga 1N
Dua Puluh Sembilan Milyar’ Seratus ’I‘ujuh Puluh Enam--Juta
Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tlga Pt.ﬂuh Dua Rupzah) yang

terdiri atas:

EARD PERANGEST BAERAN | . ciomiv s 4~ coiie
U LE PEMRARARSA ARISTRINE . SERDA

PR ARE T |




a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah; | |

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkahf Eiaﬁ'_" SRRy

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. _

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “huruf a -
direncanakan sebesar Rp2.583.486.493.965 '(Dua:"I‘.rﬂi{iﬁ” Lima e |
Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan . Puluh _ i
Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembﬂamf Sem
Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). ' »

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h"aiﬁf .b i
direncanakan sebesar Rp11.941.470.000 - (Sebélz—i’é IVIﬂyar:--_j.: |
Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tu_]uhf-_f:f.--'

Puluh Ribu Rupiah). ' '_

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang - i pzsahkan &
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ darenoanak&n:ﬂ
sebesar Rpl120.344.680.092 (Seratus Dua Puluh Mﬁyar T1gf1'15
Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu'
Sembilan Puluh Dua Rupiah). i

Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah SEbagalmana:":i'_-f_-

dimaksud pada ayat (1) huruf c d1rencanakan sebesar-'
Rp313.403.412.275 (Tiga Ratus Tiga Beias Mﬂyar Empat Ratus
Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus 'I‘u;uh Puluhlg_';f:
Lima Rupiah]}. ' ' A

Pasal 5 . SRR
Pendapatan transfer sebagalmana dzrnaksud daiam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp2 926,169, 910 OOO (Dua Trzhun
Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Mﬂyar Seratus Enam Puiuh
Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuiuh Rlbu Rupiah) yang
terdiri atas: ' e G

a. pendapatan transfer pemeriritah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah. . s
Pendapatan  transfer  pemerintah 'piiéa.t'" Sebagazmana'_g}
dimaksudpada ayat (1) huruf a- dn encanakan sebesar.';;f?
Rp2.926.169.910.000 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua- Pulul
Enam Milyar Seratus Enam Puluh Sembﬂan J ata Sembﬂam Ratu@
Sepuluh Ribu Rupiah). ' e A
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagalmana dzmaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupzah)

Pasal 6 o
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana .;dimal;s:ﬁd _ g
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar RpSé 486 694000
(Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Deiapan Puluh Enam e

Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rlbu Rupzah) ya:_;g_: S

terdiri atas: Rt

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan | o S |

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketéﬁtﬁé_in.___;:pe-l;aiu%é n

perundang-undangan. = % .- :

(2) Pendapatan Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafa

direncanakan sebesar Rp56.486.694. OOO (Ln’na Puluh Enamlr-:--':.

Milyar Empat Ratus Delapan Puluh - Enam Juta Enam Rams

Sembilan Puluh Empat Ribu Rup1ah)
(3) Dana Darurat sebagaiman& dzmaksud pada ayat ( ) humf b :
direncanakan sebesar Rp0 (Nol Ruplah) ' S | 5
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana. dlmaksud pada ayai (1) 1‘1111 uf -;-

¢ direncanakan sebesar Rp0 (Nol Ruplah)

| Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 d1rencanakgn
sebesar o Rp6 280 973 661 504 (Enam Tilhu'.

Dua Ratus Delapan Puluh: Mﬁyar Sembﬂaﬁ Ratus Tujuh Puluh E"I‘lg;a
Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lzrna Ratus Empat Rup1

yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan -

d. belanja transfer.
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Pasal 8 _
Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 hﬁfﬁf . s
a direncanakan sebesar Rp3.595.286.646.521 (Tiga Triliun Lima o
Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh -
Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus - P
Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: ': s
a. belanja pegawai,
b. belanja barang dan jasa;
¢. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf o :
a direncanakan sebesar Rp1.689.409.075.584 (Satu Trzhun Enam'._-' " '_
Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus’ Sen'ibﬂal”l_.ﬂ-:'-_f ._
Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus’ Deiapan Puiuh Empat::_:'_-'_";_f :g o
Rupiah). o S
Belanja barang dan jasa sebagazmana yang d1maksud pada ayat : : _. _i: .-352_;:_'
(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.664.847.643.832 (Satu
Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus '_:
Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat’ Puluh nga R1bu. :'.;.ﬁf;. 3
Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ruplah) ' R |
Belanja hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) huruf ¢ L
direncanakan sebesar Rp240.372. OOO 166 (Dua Ratus Empaﬁ.i:’:ﬁ:
Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam o

Puluh Enam Rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp65'7 926 939 (Enam Ra’cus L1ma“_f'ﬁ_:.
Puluh Tujuh Juta Sembﬂan Ratus Dua Puluh Emam szu.-
Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rup1ah) el

Pasal 9
Belanja modal sebagalmana yang d1maksud dalam Passd '7 hﬁruf
b direncanakan sebesar Rpl 375. 288 294 883 (Satu TI‘lh'Lll‘l .T_._ga
Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Deiapan{____ Puiuh

Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu :

Ratus Delapan Puluh Tiga Ruplah) yang. te1 d111 atas :
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(3)

(6)

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal gedung dan bangunan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya; dan

T I T

belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 -
huruf a direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga ;Puiuh Empat
Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud

pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp229:.446.383'.64"3 -
{Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat 'Rétﬁs :Einﬁ)éit .. . |
Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam . . = . ]

Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana :_;Varig -
dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan - séb'ésa;f_:_-"'_”:'_'”
Rp409.693.680.062 (Empat Ratus Sembilan Mﬂyar Enam Ramo'- S

Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Rxbu Enamt_'_-.:l“ e

Puluh Dua Rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebaga1mana yang_'_[___'_i_;;-:’f
dimaksud pada ayat 1 huruf d d1rencanakan sebe__sa_r5?-_2_{::':__':_'
Rp714.211.802.909 (Tujuh Ratus Empat Belas Mﬂyar.,ma*ﬁs;fus

Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan RatusSembﬂan 4
Rupiah). [T R

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana yang dlmaksud_3.§-"'

pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar’ Rp18 832 881 619:?

(Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Txga Puluh Dua Juta_-_:::'j_:_

Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam. Ratus Sembﬂan

Belas Rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana yang: dimaksud pada_-__i;':_

ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp3. 069 35'7 650 (nga,iij_._;: |

Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh':';.'__:_ e

Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
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Pasal 10 | o
Belanja tidak terduga sebagaimana yang dlmaksuci dalam Pasal '7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar gt 3 e
Rupiah).

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana yang dimaksud daiam Pasai 7 '-
huruf d direncanakan sebesar Rp1.280. 398 720. 100 (Satu Trlhun
Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Sembﬂan Puluh 5
Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus "Ruplah), = g e
Yang terdiri atas: o .

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan. _

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pacia ayat 1 humf;.‘:z :::'_:; _-
a direncanakan sebesar Rp1.218. 793 720.100 (Satu Trillun Du.a-:';:_' e i
Ratus Delapan Belas Milyar ’I‘ujuh Ratus Sembﬂan Puluh T1 ga;._._-i_;:___:.
Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Ru;mah) ' '

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaxmana yang dzmaksuci pada
ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp61 605 OOO OOO (Enam-'f; g
Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah) o

Pasal 12 .
Anggaran pembiayaan daerah tahun: anggaran d1rencanakan sebesar ':':.
Rp269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puiuh Sembﬂan 's'Mﬂyar-é"_
Seratus Empat Puluh Satu Juta Serxbu Seratus Tujuh Puiuh :"D.uar

Rupiah), yang terdiri atas: | |
a. peneriraan pemb1ayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan. -

~ Pasal 13 i _

(1) Anggaran penerimaan pemb1ayaan sebagalmana dlmaksud__ dalam
Pasal 12 huruf a direnicanakan sebes&r Rp319 141.. )01, > (Ti
Ratus Sembilan Belas Mﬂyar Seratus Empat Puiuh ""'-Satu Ju
Seribu Seratus Tujuh Puiuh Dua Rupiah) yang terci’

a. sisa lebih perh1tungan anggaran tahun anggaran _sebelumnya

b. pencairan dana cadangan
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hasil penjualan kekayaanda’e:rah'yang dipisahkan; - Lo T

penerimaan pinjaman daerah;

poo

®

penerimaan kembali pemberian pm_}aman daerah dan

by

penerimaan pembiayaan 1amnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. . St :

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun: anggaran sebelumnya e

sebagaimana dimaksud pada ayat 1) humf a dlrencanakan :_3
sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembﬂan Belas Mziyaf::fz
Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tu;uh Puluh Dua"-ifj.";:fi
Rupiah). = '_ v
{3) Pencairan dana cadangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1
huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Ruplah) R "
{(4) Hasil penjualan kekayaan daerah ya.ng d1p1sahkan sebagamaana-?
dimaksud pada ayat {1) huruf c dlrencanakan Sebesar RpO (Nol'.__.
Rupiah}. _ _ e _
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagalmana d1maksud pada 'ayat}f‘_:'
(1) huruf d direncanakan sebesar RpO (Nol Rupzah) o |
(6) Penerimaan kembali pemberzan pmjaman daerah sebagazmana'-{
dimaksud pada ayat (1) huruf e dzrencanakan sebesar Rp() (Noif.“_
Rupiah). _ . _ S

(7) Penerimaan pembiayaan iamnya sesuau dengan _ketentuan

peraturan pelundang-undangan sebagalmana dimaksudf} pada

ayat (1) huruf f dlrencanakan Sebesar RpO (Nol Ruplah)

Pasal 14 e

(1) Anggaran pengeluaran pembzayaan Sebageumana d1maksud daiam
Pasal 12 huruf b direncanakan: sebesar RpSO OOO OOO 000 (Lzma
Puluh Milyar Rupiah), yang terdm atas e :

pembentukan dana cadangan
penyertaan modal daérah; o L
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

pemberian pinjaman daerah dan ' e

® a0 oo

pengeluaran pembiayaan - lamnya Sesuaz dengan ketentuan
peraturan perundang~undangan St

(1) huruf a direncanakan sebesar RpO (Nol Rupzah'
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(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1.)’:;-_:_:_ :
huruf b direncanakan sebesar Rp50. 000 000. 000 (lea Puluh :
Milyar Rupiah). | R |

(4) Pembayaran cicilan pokok utaﬂg yvang Jatuh tempo sebagazmana.:. . =
dimaksud pada ayat (1) huruf c dxrencanakan Sebesar RpO (NOIEJ;E..."'.
Ruplah) . . ORI

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat 1) i o
huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Ruplah) R

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya . sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagalmana dzmaksud pada'f';f:'_.
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO (Noi Rup1ah) i

Pasal 15 :
(1) Selisih antara anggaran pendapatan: daerah dengan anggaranf;;:_f.fﬁ_'"5-'

belanja daerah mengakibatkan terjadmya Surpius / deﬁs1t) sebesal_.':_'
(Rp 269.141.001.172) (Dua Ratus Enam Puluh Sembzian Mﬂyar;:-'_
Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus 'I‘uguh Puluh Dua';':g _
Rupiah). . _' TR R -
(2) Pembiayaan netto yang rﬂerupékaﬁ' . sehsﬁa penenmaanlffg
pembiayaan terhadap’ pengeluaran pembiayaan dlrencanakan:"-
sebesar Rp 269.141. 001 172 (Dua: Ratus Enam Puluh Sembﬁan
Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus 'I‘u;uh
Puluh Dua Rupiah). L i

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak _ dengan

peraturan Kepala Daerah; Pemermtah Daerah dapa' 1‘.1’}' akukan
pengeluaran yang belum tersedia - anggaranhy

pengeluaran melebihi- pagu yang d;tetapkan dai__m' ];.)ératurw

daerah ini, yvang selan}utnya dimasukan daiam pmubahan
anggaran pendapatan ‘dan- belanja daexah Provmsn Kahm ntan:
Barat tahun anggaran 2023, _ T ST |
(2) Keadaan darurat sebagaimana dxmaksud pada ayat ( ) meizputz

a. bencana alam, bencana non edam bencana soszai dan/:atau-;-:
kejadian luar biasa; - _ S _ '
b. pelaksanaan operasi pencaman dan pertolongan dan /atau

¢. lerusakan sarana/prasarana yang dap&t mengganggu egiatan

pelayanan publik.
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana d1maksudpada ayat(l)

meliputi:

a. kebutuhan daerah daiam rangka pelayanan dasar masya.rakat_';f : e
yang anggarannya belum tersedia- dalam tahun anggaran' s

berjalan,

b. belanja daerah yang bezszfat meng1kat dan belan;a yang;
bersifat wajib; _ ' : G
c. pengeluaran daerah’ yarlg berada dﬂuar kendah Pemm tah
Daerah dan tidak'® dapat d1pred1ks1kan Sebelumnya, -
amanat peraturan perundang—undangan dan/ atau _ "
d. pengeluaran daerah . lalnnya yang apabﬂa dztunda akan
menimbulkan kerug1an yang - 1eb1h besar bagz Pemermta

Daerah dan/atau masyarakat
Pasal 17 . BRI o
Uraian lebih 1an3ut anggaran pendapatan dan Belan}a” Daerah
Provinsi Kalimantan Barat ini terdn‘i dar1 g .

1. Lampiranl ngkasan APBD yang d1k1as1f1kas Menurut

Kelompok dan Jems Pendapatan,vBelanja an’

Pembzayaan

2, Lampiran I ngkasan APBD yang lelasn"lkas Menur

Urusan Pemermtahan Daerah _dan Orgam

3. Lampiran I ngkasan APBD .. menurut

Pemermtahan Daerah Orgams'

4. Lampiran IV Rekap1tu1as1 .:

Belanja

Beserta Keluaran

5. Lampiran V Rekap1tula51 Beianja Daerah

Keselarasan *d_eu Keterpadua
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Pemerintah - 'Ijaerah' : da’n Fungm Dalam:._gg_.';'_.

Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemen‘ahan SPM

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan'f i i
Rancangan APBD e

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program Kegiatan dan Subf':'
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan' o
Rancangan APBD; ' SR

9. Lampiran IX  Sinkronisasi 'Program : Prio'rita;s "Naswnal L :::___' ]
dengan Program Prxoritas Daerah |

10. Lampiran X Paftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per

Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII ~ Daftar Penyertaan Modal 'D'a'e'ra_ih danInVestasl e '_5::_:'_:;'_‘

Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perklraan Penambahan . daﬁ o
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lam-.
Lain; _ g
14. Lampiran XIV Daftar Sub Ke'gi'at'an'.- Tahun Anggaran'if:_:
Sebelumnya Yang Belum Dzseiesaxkan dan':.i'
Dianggarkan- Kembali Dalam Tahun Anggaran -

Yang Dlrencanakan |
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan dan S

16. Lampiran XVI  Daftar Pznjaman Daerah

Pasai 18-

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operaszona

pelaksanaan APBD.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaﬁ
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,

Pada tanggal 10 Gocpmbe 9067

&GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 5 L

/ SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,
Pada tanggal 0 Docarhee
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARA’I‘ TAHUN 2022

NOMOR "

H

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
7-317/2022




